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ABSTRAK
Cindy Setyana. 201910115174. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang

mengkonsumsi produk cream temulawak tanpa izin BPOM.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis suatu permasalahan
Perlindungan Hukum Terhadap Izin Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Cream
Temulawak Tanpa Izin BPOM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber
dasar hukum yang digunakan diantaranya hukum primer, sekunder, dan tersier
dengan mengumpulkan bahan hukum. Kerangka teori pada penelitian ini
menggunakan teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pelaku
usaha. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan perlindungan hukum,
konsumen, pelaku usaha, badan pengawas obat dan makanan, dan tanpa izin. Hasil
penelitian yang didapatkan yaitu Program pengawasan BBPOM perlu digelar secara
terjadwal karena banyak ditemukan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar
BPOM. Kosmetik tersebut memiliki komposisi tidak jelas dan berbahaya apabila
digunakan dalam jangka panjang. Masyarakat juga dapat berperan aktif apabila
menemukan kosmetik bermasalah dengan melakukan pengaduan kepada BPOM agar
dapat ditindak lebih lanjut. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu
peneliti dapat menganalisis efektifitas biaya pengawasan dan dampak yang
ditimbulkan terhadap resiko kerugian masyarakat dari kosmetik yang tidak memiliki
izin edar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Tanpa Izin.




ABSTRACT

Cindy Setyana. 201910115174. Legal protection for consumers who consume
temulawak cream without BPOM permission.

This research aims to analyze the problem of legal protection regarding permits for
consumers who consume ginger cream products without BPOM permission. This
research uses normative research methods through statutory approaches and case
studies. The types and basic sources of law used include primary, secondary and
tertiary law by collecting legal materials. The theoretical framework in this research
uses legal protection theory and business actor responsibility theory. The conceptual
Jframework in this research uses legal protection, consumers, business actors, drug
and food regulatory agencies, and without permits. The research results obtained are
that the BBPOM monitoring program still needs to be carried out on a scheduled
basis because there are still many cosmetic products that do not have a distribution
permil from BPOM. These cosmetics have unclear composition and are dangerous if
used long term. The public can also play an active role if they find problematic
cosmetics by submitting a complaint to BPOM so that further action can be taken.
The suggestion given for further research is that researchers can examine the cost
effectiveness of supervision and its impact on potential losses to society from the
distribution of cosmetics that do not have a distribution permit.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Without Permission.



